WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI

Menimbang

Mengingat

LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan
Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota
Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6975);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah

dengan...



Menetapkan
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

5.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah

daerah.

Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.

4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama,
dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan
preventif, untuk mencapai derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah
kerjanya.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya
disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan
Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang
sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan
daerah pada umumnya.
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Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD
Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan
fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas
Kesehatan yang memberikan pelayanan secara
menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.

BLUD Puskesmas Kota Padang Panjang adalah
Puskesmas di Kota Padang Panjang yang menerpakan
PPK-BLUD.

Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang
bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD
yang terdiri atas Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan
dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan
dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang
bersangkutan;

Kepala UPTD Puskesmas adalah pemimpin BLUD
UPTD Puskesmas.

Pejabat Keuangan adalah pejabat yang
bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan
BLUD UPTD Puskesmas dan  mengkoordinir
pelaksanaan kegiatan, Bendahara, Kepegawaian,
rumah tangga dan sistem informasi manajemen
puskesmas.

Pejabat Teknis adalah pejabat yang bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan
masyarakat, upaya kesehatan perorangan jaringan dan
jejaring pelayanan puskesmas.

Bendahara  adalah Pejabat yang  mengelola
pelaksanaan pengurusan penerimaan dan pendapatan
dana pendapatan JKN, retribusi yang diperdakan di
Puskesmas.

Pejabat Sistem Informasi Manajemen Puskesmas yang
selanjutnya disebut Simpus adalah pejabat yang
melaksanakan pengelolaan perencanaan, penyusunan
program dan anggaran, evaluasi program, pengelolaan
sistem pencatatan dan pelaporan terpadu BLUD UPTD
Puskesmas.

Jaringan Pelayanan dan Jejaring Fasilitas adalah
pejabat yang mengkoordinir pelaksanaan pelayanan
kesehatan di jaringan dan jejaring BLUD UPTD
Puskesmas.

Pegawai BLUD UPTD Puskesmas, yang selanjutnya
disebut Pegawai adalah pegawai pada BLUD UPTD
Puskesmas yang berstatus PNS dan Non PNS.
Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk
kas dan tagihan BLUD UPTD Puskesmas yang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode
anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar
kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas
yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh...
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diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPTD
Puskesmas.

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi
ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/
atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPTD
Puskesmas.

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas
yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen
perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu
BLUD.

Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM
adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan
minimum yang diberikan BLUD UPTD Puskesmas
kepada masyarakat.

Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas.

Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat
UKP adalah oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta,
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan,
mencegah dan menyembuhkan penyakit serta
memulihkan kesehatan perorangan.

Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat
UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah
kesehatan di masyarakat.

Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat
SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan
pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka
membantu pimpinan BLUD UPTD Puskesmas untuk
meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan
pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam
penyelenggaraan bisnis sehat.

Limbah Medis adlah hasil buangan yang berasal dari
instalasi  kesehatan, fasilitas penelitian dan
laboratorium dengan kategori jenis limbah berupa
limbah benda tajam, infeksius, patologis, farmasi,
kima, kemasan bertekanan dan logam berat.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang
selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu
usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan
berbahaya dan/atau yang karena sifat dan/atau
konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan
hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan
hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta
makhluk hidup lain.

Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif
dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan

besaran...
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besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam
pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan,
proses, hasil dan/atau manfaat Pelayanan Dasar.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

a.

memaksimalkan nilai Puskesmas dengan cara
menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas dan indepedensi, agar Puskesmas
memiliki daya saing yang kuat;

mendorong pengelolaan Puskesmas secara
professional, transparan dan  efisien, serta
memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian
organ Puskesmas;

mendorong agar organ Puskesmas dalam membuat
keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa
dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial
Puskesmas terhadap stakeholder; dan

meningkatkan kontribusi Puskesmas dalam
mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui
pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Pola tata kelola BLUD UPTD Puskesmas memuat:

a.

(1)

o

(2)

kelembagaan memuat posisi jabatan, pembagian
tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan
wewenang;

prosedur kerja memuat ketentuan mengenai
hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan
dan fungsi;

pengelompokan fungsi memuat pembagian fungsi
pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan
prinsip pengendalian internal untuk efektifitas
pencapaian; dan

pengelolaan sumber daya manusia memuat kebijakan
mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang
berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada
masyarakat.

Pasal 4

Pola tata kelola BLUD UPTD Puskesmas disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

. bab I memuat pendahuluan;
. bab II memuat pola tata kelola; dan
. bab III memuat penutup.

Pola tata kelola BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5...



Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,
ttd.
SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,
ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 NOMOR 5



